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WALI KOTA TANJUNGBALAI,

Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kota Tanjungbalai Nomor : 600/970/PUTR /2025 tanggal
28 Februari 2025, Perihal Penyampaian Usulan Nama
Kegiatan Untuk Pendampingan;

Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Nomor
: 421.3/921 /Disdik-Dikdas/2025 tanggal 06 Maret 2025,
Perihal Usulan Kegiatan Untuk Pendampingan;

Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai Nomor :
800/2555/um.kp./IlI/2025 tanggal 10 Maret 2025,
Perihal Usulan Kegiatan Untuk Pendampingan;

bahwa untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan melalui
Kegiatan Proyek Strategis Daerah (PSD) atau Proyek
Prioritas Daerah (PPD) pada Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Proyek Strategis
Daerah atau Proyek Prioritas Daerah Kota Tanjungbalai
Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, kolusi
dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851 );

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang —
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia




Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6755);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)
sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250),

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota
Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6939);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3361);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
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Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang
Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6836);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota
Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kota Tanjungbalai;

Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,;

Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Penetapan Proyek Strategis Daerah atau Proyek Prioritas
Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;

Proyek Strategis Daerah atau Proyek Prioritas Daerah
Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran
2025;



KEEMPAT 3 Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 31 Maret 2025

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Ketua DPRD Kota Tanjungbalai;

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan;
Inspektur Daerah Kota Tanjungbalai;

Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah
Kota Tanjungbalai.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR 1050 /(3D / K/ 2025
TANGGAL @\ Mawek 2025
TENTANG  : PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH ATAU PROYEK

PRIORITAS DAERAH KOTA TANJUNGBALAIL
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH (PSD) ATAU PROYEK PRIORITAS DAERAH (PPD) KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN ANGGARAN 2025

NO NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU DANA (RP) SUMBER DANA

I DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TANJUNGBALAI 4,045,551,000.00

1 REHABILITASI JALAN ANWAR IDRIS KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNGBALAI (DBH SAWIT 2025) 1,045,551,000.00 DANA BAGI HASIL SAWIT

PEMBANGUNAN JALAN HM. NUR UJUNG MENUJU TPA KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNGBALAI 3,000,000,000.00 DANA ALOKASI UMUM

I DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI 1,950,000,000.00

1 REVITALISASI SD NEGERI 135563 KOTA TANJUNGBALAI 1,500,000,000.00 DANA ALOKASI UMUM
2 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD NEGERI 138435 KOTA TANJUNGBALAI 450,000,000.00 DANA ALOKASI UMUM
I DINAS KESEHATAN 1,289,380,000.00

1 BELANJA MODAL ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA (PREMIER ONE Manual Hospital Bed 2 Function+ MATRAS+OVERBED TABLE sebanyak 46 unit) 1,289,380,000.00 DANA ALOKASI UMUM
2 BELANJA MODAL ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA (PREMIER ONE BEDSIDE CABINET / PBC - 02 sebanyak 47 unit) 484,246,875.00 DANA ALOKASI UMUM

WALI KOTA TANJUNGBALAI
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MAHYARUDDIN SALIM B.
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